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Menirnbang

Mengingat

DIINGAN RAHMA?.TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUi}AU,

: a. bahrva progmrn lleras tmtuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah merupakansaiah satu program pcmerintah u'tut **niu*ru mengurungi beba'pengeluaran penduduk miskin yang A;f"f."t*l scrcara terpadu clansirnultan;

b' bahrva untuk me'<iukung keiancaran peraksanaan program dirnaksu<ihuruf a niaka perlu tiitetapkan peraturan walikota tentang petuniuk
Teknis prograrn Beras tlnt'k Keruarga ntisrin rnluni rahun 20rr.

: 1- undang-undang Nonror g Tahu' r9g5 tentang orga'isasi r\,{asrarakat( Lembaran Negara Republik rndonesia iirrr"-]ffi'*'#ii" ro,Tambahan Lembaran Negara Repubrik tnoonesia *omor 3331);
2. undang-undang Nornor 7 Tarrun I996 tentang pa'gan (Lenibaran NegaraRepublik hdonesia tahun 1996 Nomor qq,.i:an iJan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-undang Nonror 13 'I-ahun 2001 tentang pembentukan Ko,uIJau-Bau (Le'ibar*n Negara rtepubrik Indonesia Tahun 2001 Nomor i3,Tambahan Lembara'Negara Repubrik Indonesia N omor 4129);
4. undang-tJndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan tisaha MirikNegara (BUMN), (Lernbaran Negara n"pul-tik'indonesia Tahun 2003Nomor 70, Tambahan Lenrb*un N"g*u tt*puutit Indonesia Nonror42e7);

5. undrurg-undang 'rvonror 
17 Tar*ur 2003 tentiurg Keuang;'r Negara(Lernbz'a, Negara Republik Indo'esia J.arrun 1960 Nomor rfr4.Tambahan Lenirrarm hiegara t{.epubrik hidonesia Nomor 20r3):

6. Undang-untlang Nomor 32 Tahun 2004 tentang l)enrerintahan Daerah(I-enrbaran Negara Repubrik indonesia r.ahJr 2004 Nomor 125,- 'f anrbahan rembaran itr"g*a rep,bric Indo'esia Nomor 4437),sebagaimana terali <iiubah dua kari terakhir. oerrga., undang_u'da'gNomor 12 Tahun 200g tentang lremerin"t--o"-1"r. (Lembarzrn Negararcpublic trndonesia'r'i*run 200g Nonor 59, T;t;* rembaran NegaraRepubiik Indonesia Nornor 43gg);

7 ' undang-undahg Nomor 33 Tahun 2aa4 tentang perimbangan keuanganAntara pemeri'tari pusat cran Daerah 1r.*i*u,, Negara RepublikI'do'esia tahun 2004 No'ior 126, Tanrbahan t*n i*un Negara RepubrikIndonesia Nonror j 637);



f

8.

t1
11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun ?010 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tarhun Anggar"an 2010 (Lembaran Negara Republik

lndonesia tahun 2010 Nomor 126, Iambahan l-embaran Negara Republik

IndonesiaNomor 5167);

Peraturan pernerintirh Nomor l8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan

Undan-{-Undang Nomor B Tahun 1985 tentang Organiszrsi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1985

Nomor 24, 'fambahan Irmbaran Negara Republik iindonesia Nomor

333 l );

Peraturan Pemerintah Nomor 68 T'ahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia J'ahun 20a7 Nomor 142-
'fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4254\:

Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2003 tentang Peruballan atas

Peruturan Pemerintah Nomclr 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan

l,rntum (PERUM) I]UI-OG (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun

2003 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 'l'ahun 2005 telltang Pengeiolenrl

Keuangan Daerah (Lcmbaran Ncgara Republik lndonesian tahun 2005

Nomor 140, TarnbaJran Lernbaran Negarir ltepublik lndonesiaNolnor

a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 'Iahun 2007 tentang Pemtragian Urusan

Pemerintahan furtara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Repubiik

Inclonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Letrlbaran Negara Nonlor
4737);

Peratulan Presiden Republik Inclonesia Nomor l3 Tahun 2009 tentang

Koordinasi Pe nan ggr"rlari gan Kemiskinan;

I'eraturan Presiden Republik Indonesia Nonror 29 l'airun 2010 tentarig

Renczura Keria Perrerintah Tahun 201 1;

16. Ileraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 'fahun 200[i tentang Organisasi

dzur Tata Kerja Dinas Daerah Koia Baubau (Lembaran l)aerah Kota

Baubau Tahun 2008 Nomar 2);

Pemturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang f)rganisasi

clan 'l'ata Kerja Lernbaga'felcris Daerah Kota Baubau (Lembaran l)aerah

Kota Baubau'fahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota llaubau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisa-si

dan I'ata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran f)aerah Kota

Baubau Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pembahan atas Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Instmksi Presiclen Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 tentang

Kebijakan Perberasan Nzusional ;

Keputusan Guberntu Sularvesi Tenggara Nomor : 805 Tahun 2010 tanggal

27 Desember 2010 teutang Palgu Beras uutuk Kelurga Miskin (Raskin)

Kabupaten/ Koia Se-Sularvesi Tenggara Tahun 20 1 l .
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r3.
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19.
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Menetapkan

IVIEN,IUT{JSKAN :

: PEITATURAN WALIKO'TA BAUBAU 'TET.{'TANG PE'TUT\JUK TEKI{IS
PROGRAIW BERAS Lll{-I.UK KELLIARGA IVIISKIN (RASKII\) TAHUN
2011 KOTA BAUBAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

l Daerah adalah Daerah Kota Baubau.

2. pemerintah Daerah aclalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pcnyelenggara

Pemerintah l)aerah.

3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Dewan Perw.aliilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dervan Perw'akilan

Ralq'at Daerah Kota Baubau sebagai Lembaga Legislatif Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daer;rh Kota Baubau.

6. ,Beras Miskin adalah beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi Runiah 'l"angga Miskin setragai

upaya meningkatkan ketahanan pangan <lan nleinberikan perlindungan kepada keluarga }r'liskin"

kirus.rsnyu dalarn hal pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar

. masyarakat.

7. Rumah Tangga Sasaran Penerima tvlanf-aat (RTS-PM) rl.askin adalah RTS hasil pendauran PPLS

BpS tahun 2008 {ti Desa/ Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/ 'atau hasil rnusyau'arah

desa/ kelurahan 3,ang dimmukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-i (Model DPM-I) yang

ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan disahkan oleh Camat-

g. Musyawarah Desa/ Kelurahan rnerupakan forum musyawarah di tingkat desa/ kelurahan yang

melitatkan aparat desv kelurahan, kelompok rnasyarakat desa/ kelurahan dan perrvakiian RTS-PM

Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusunl RW untuk menetapkan

daftar nama RTS-Plv{.

9. 'fitik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada

pelaksana Distribusi Raskin di tingkat cies:r/ kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara

tertulis oleh pemerintah Kota Baubau dengan Subdivre Baubau Perum BtlLOG-

10. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelonrpok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes)

atau Kelompok Masy,arakat (Pokmas) yang,Jitetapkan oleh kepala Desa/ Lurah yang diberi tugas

rnenyetorkuir uong kee t-poda Satker Raskinserta menerima beras dari Satker Raskin dan

menjuaV meny'erahkan kepada RTS-PM Raskin di TD.

I l. Kelompok Kerja (pokja) adalah sekeiornpok rnasyarakat desa/ kelurahan yang terdiri dari aparat

clesa/ kelurahan dan teberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Desa/ Lurah sebagai

pclaksana distribusi ll.dsk i n.

12. Warung Desa (Warcles) adalah Lemtraga ekonomi ditingkat desa/ kelurahan. baik rnilik

masy,arakat, koperasi maupun pemerintah desa/ kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/

temiat penjualein bahan pongott dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tirn Koordinasi Raskin

Kota Baubau sebagai terlpat penyeriihan beras Raslun serta Satker Raskin kepada pengelola

Wardes dan sekaligus teprpat penjualan Raskin dari pengelola Wardes kepada R'[S-PM Raskin'

13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompck rnasyarakat di

desa/kelurahug yung diteiapkan ole\"Kepala Desa./Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin'

14. Satker Raskin aclalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oieh Sub Divisi

Regional Baubau Perutn BULOG terdiri rJari Ketua dan Anggota yang diiingkat dengan Surat

Perintah (SP) Kasubdivre Baubau Perum BULOG-

15. Kualitas Beras Ilulog adalah beras me,Jitun konclisi baik sesuai dengerr persyaratan kualitas beras

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku'



;,/
' 16. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Re'ras Raskin.

17. DO adalah DeliverY Order'

18. DPM-l a<Jalah Ivtoclel Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan"

19. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.

20. I{PB adalah }larga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di'fD.

21. N4BA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan'

22. MBA-1 aclalah Model Rekap MBA-O di tingl:at Kabupaten/kota.

23. MBA-2 adalali Moclel l{ekap MBA-1 ditingkat Provinsi'

24. SPA adalah surat Pcrmintaan Alokasi.

25. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang.

26. TT Hp-ltaskin aclalah Model fancla Terima uang IIasil Penjualan Raskin dari Pelaksana l)istribusi

dibuat oleh Satker Raskin.

27. UPM adalah t-fnit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 2

pendistribusian Ileras Miskin di Kota Baubau'fahun 20l l dilaksanaka:r sesuai dengan Petr-rrjuk Teknis

sebagaimana dinyatakan dalam Larnpiran Peraturail Walikota ini.

' I'asal 3

petunjuk Teklis Peridistribusian Beras Miskin di Kota Baubau Tahun 2011 sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan

pendistribusian Beras Miskin di Kota Baubau.

Fasal 4

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubar"r

pada tanggal, ft j AgruAr t 2011

BAU,

Diundangkan di Baubau
pada tanggul, (} yrtuari 2011

SEKRETARIS DAERA

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19s 10727 197209 r 001

i*--.Pr,, RAF Xob n n t il*$ i

UBAU,

AMIRUL TAMIM

INSTANSI/ UNIT KERJA

l1AM6. EroruOMi

BBRTTA DAEITAH KOTA BAUBAU TAI{UN 2011 NOMOR.4...
\



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKO'TA I}AUI]AU

NOMOR
TANGGAL

TAIIT-IN 2OI1
.IANUAIII 2fJlI

t.

PETUNJTJK TEKNIS

pIloGr{ANt I}EITAS UNTUK KEI.UARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 20I I

KOTA BAUBAU

BAB I

PENI}AHULUAN

Latar Belakang

Berbagai upaya penanggular'gan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simuitan
oieh Pemerintah bersama masyarakat. Prograrn penangguhurgan kemiskinan terdiri dari 3

kluster : kluster I bantuan dan perlindungan sosial y-aitu program Raskin, Jamkesmas, PKH
Beasisrva Siswa Miskin. Klu.ster II pcrmberdayaan masyareLkat dengarr progranl PNPM
Mandiri dan kluster III pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UN'IK) dengan program

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Naroun sampai dengan sekalang jumlah Rumah Tangga
Miskin (RTM) masih cukup banyak., sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana

Kerja Pemerintah 2011-

Secara nasional, program penanggularrgat kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko
Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat.

Sedangkan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota

dikoordinasikan o leh BupaVWalikota masing-rnasing.

Dalani ralgka perbaikan pclaksanirzul prografir Raskin dilakukan ke{asama penelitian

oleh 4 pergurlran tinggi untuk melakukan kajian kontribusi Raskin dalam pengeluaran

rurrrah tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalarn pengelolaan

Raskil di 'fitik Distribusi (TD) taliun 2009. Salah satu kesimpulaur dari hasil kajian
menyebutkan bahwa, distribusi Raskin yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas)

dapat meningkatkan capaian kincrja 6 Tepat dan dapat menghernat biaya operasional

distribusi Raskin dari TD kepada Rumah l'angga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Validasi clata Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakzur setiap tahurt

oleh BPS dan di sisi lain ada dinamika junilah masyarakat berpenghasilan rendah. maka di

setiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) baru yang beh-rm terdaftar sebagai

RTS dal tcrdapat pula RTS yang meiringkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak

miskin). Dinamika jumlah RTM tei'sebut di tingkat desa,/kelurahan diakornodir melalui

kebijakkan lokal yang diputuskan dalam Musyar,varah Desa (Mudes). Dinamika jumlah

RTM dan hasil kajian perguruan tinggi dalarn pclaksanaan program l{askin, menjadi bahan

pertimbeurgan dalam penyusunan Pedun l{askin tahun 201 1-

Instruksi Presiden Nomor B 'fahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan

menginstruksikan Mentreri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu

serta Gubernur dan Bupati/Walikota scluruh lndonesia untuk melakukan upaye peningkatan

pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonorni perdesaan dan stabilitas

ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BLll,,OC diinstruksikan untuk

menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan

ra\van pangan: yang penyediaannya mengutamakm pengadaan beras dari gabah petani

dalarn negeri.
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Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masy,arakat miskin bertujuan untuk
mengrrrangi beban pengeluaran RTfuf. Di saniping itu, program ini clirnaksudkan untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin dalam peirrenuhnr, 

-kebutuhm 
pangan pokokn-v-a

sebagai salah satu hak dasar masyarakal. Hal ini merupakan salah satu p.ogr* pemerintah
baik pusat maupun daemh yang penting dalam peningiatan ketahanan pong!11 nasionai.

Efcktivitas program ltaskin 2a11 dapat clicapai nrelalui koordinasi antar
instansi/lembaga terkait bajk di tingkat pusat maupun daerah. Koordi'asi dilaksanakanmulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengend.alian. dengan
mengedepankan peran penting pa{isipasi *uryoi"kot- Pedoman u,".ir (pedum) Raskinzall merupakan acuan koorclinasi bagi para pelaksana program di pusat, pro1,insi,
kabupatenlkota da' kecamatan serta seluruh pcma'gku kepeniingan rainnya.
-l-uju*rr 

*Jan Sasaran

a. Tujuan
T'ujuan program Raskin aciaiah mengu?ngi beban pengeluaran RTS melalui
pemeiruhan sebagian kebutuhan pangarl pokok dalam bentuk ber.as.

b. Sasaran
Sasarau program Raskin Tahuir 2011 di Kota Baubau adalah berkurangnl'a bebal
pengeluaran 39.055 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, L"totui
pendistribusian beras bersubsidi sebany.ak 1S0 kg/RTsltahun atau setara dengap 15
kg/R1'sibulan dengan liarga tebus Rp 1.600 peikg netro di rD.

l),-:ngcrtian diln Glnssar3'

a' Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Raskin adalah RTS hasil
pendataan PPLS BPS 'tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhali menerima Raskin
dan/atau hasil musyarvarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar penerima
Manfaat-l (lv{odel DPM-I) yang clitetapkan oleh Kepala Desallurah dan disahkan oleh
Camat-

b' N{usyawarah DesalKelurahan merupakan forum musyarvarah di tingkat
desa/kslurahan yang melibatkan aparat desa,/kelurahair, lelornpok nras,varltriat
desa/keltrrahan dan perwakiian RTS-Plvl Raskin cJari setiap Satuan Lingiungan
Setenrpat (SLS) setingkat dusLur[tW untuk menetapkan daftar nanta ItTS-pM.

c' Titik Distribusi (TD) adalalr tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker
Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin oi tiogt*i desa/kelurahan, atau lokasi lain
yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Baubau dengan Subdil,re Baubau
Perum BULOG.

d' Fclaksana Distribusi Raskin ac'lalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa
(Wardes) atau Kelompok l,{asyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh i(epala
Desa/Lurah yang diberi tugas rnenyetorkan turng FIPB Lepada Satker Raskin serta
menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/rnenyerahkan kepada RTS-pM Raskin
di t'D.

e' Kelornpnk Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahzur yang [erdiri
dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala
Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.

f' lYarung Ilesa (Wardes) adalah lernbaga ekonomi di tingkat desa./kelur-ahan, baik mitik
mas}'arakat' koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang nremiliki fasilitas
b_angunan/ternpat.penjualan bahan pangan dan barang lainnya yunioit.tupkan oleh Tim
Koordinasi Raskin Kota Baubau sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker
I$kin kepada pengelola \!'ardes dan sekalig,ri t.*put penjualan Raskin dari pengelola
Wardes kepada RTS-PM Raskin.

g' Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dar/atau kelompok
masyarakat di desa4<elurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai
Pelaksana Distribusi Raskin.

h' Satlter Raskin alalah satuan kerja pelaksana clistribusi Raskin 1,ang dibentuk oleh SubDivisi Regional Baubau Perum BL/LOG ter<Jiri dari Ketua dan Anfgota yang diangkar

j
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dengan surat Perintah (sP) Kasubdivre Ilaubau perum BULoc.
i. Kualitas Bcras Bulog adalah beras medlum kondisi baik sesuai dcngan persyararan

kualitas bcras sebagaimana diaiur dalam peraturan yang berlaku.
j. IIAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.

k. DO adalah Delivery Order.

l. DPft't-l adalah Model Daftar Penerima ManfaatRaskin di desa&elurahan.

m. DPhl-2 adalah Model Daflar penjuaran Ra;kin di desa/kelurahan.

n. IiPB adalah lJarga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto di 'fD.

o- MIIA-0 adalah Model Rekap BAsr di tingkar Kesrmara'.
p- MIiA-l adalah Model Rekap MBA-O tri tingkat Kabuparen/kota.

q. MBA-? adalah Model Rekap MBA-l di tingkat provinsi.

r. SPA adaiah Surat Permintaan Alokasi.

s. SPtr)B adalah Surat Perinrah penl,emhan Barang.

t' TT l{I'-Raskin adalah Model Tanda l-erirna uang l{asil Penjualiur Raskin dari
Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin_

u. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II
I}ENGELOLAAN I}aN PENGORGANISASIAN

1. Penge[olaan

Pengelolaan R;rskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menja<ii lalr1asan atau acuan setiap
pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang ciiyalrini *onrpu
mendorong terrvujudnya tujuan program itaskin. Aclapun prinsip-prinfip tersebut aclalair
sebagai berikut :

a. Keberpihakan kepada liumah Tangga Sasaran
bennakna mengusahakan lt'fS-pfv{ Raskin clapat
sesuai alokasi dur ter.iangkau.

Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin,
memperoleli beras kualitas baik. cukup

b' Transparansi, betmakna membuka akses inlormasi kepada pemangku kepentingzur Raskin
terutama RTS-PM Raskin. yang heu'us mengetahui dan memahami ia*yu kegiaian llaskin
serta dapat melakukan pengarvasan secara mancliri.

c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat ten:lama RTS-PM Raskin berperan secara
aktif dalarn setiap tahapan pelaksanaan program Reskin. mulai dari tahap i-r"n"unur1.
sosialisasi, pelaksanazur dan pengendalia,r.

d. Akuntabilitas, bemrakua bahv,a setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus ilapat
dipertanggungiawabkan kepada masyarakat sctempat maupun kepacla semua pihak yang
berkepentingan sesuai dengan peraturem dan k-etentuan yang berlaku atau yang telah
disepakati.

2. Pcngorgrnisasian

Dalam rangka pelaksanaan progrum Raskin tahun 2011 dipandang perlu mengatur organisasi
pelaksana program Raskin. Untuk mengefektitkan p"luku*rru* program dan
perlanggungiawabanny4 dibentulc Tim Koordinasi Raskin di tingkat pusat sampaikecamatan
dan Peiaksana Distribusi Raskiffdi tingkat desa/keiurahan sertaiim iainnya sesuai kebutuhan
yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggungiarvab pelaksanaan prograrn R.askin di pusat adalah lvlenteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat, di Frovinsi adalah Cubernur, di kabupaten/kota adalah Bupati/Walikoti
di kecamatan adalah Camat dan di desa,rKelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.



b.

a. 'fim Koordinasi Raskin Kota llaubau
walikota Baubau 

.set'agai penanggung jawab prograrll Raskin di tingkat Kota Baub:ruberta'ggung jawab atas pengal;k*ion Pagu Ru:kir bagi seluruh 
-nrs-pl,t 

Raskin,penyediaan dan pendistribusizrr beras. penvelesaian pembavaran Hpil dan adminstr:rsidistribusi Rzu;ki' di wilayahnya. utrtuk pny"i*ngga*ur, progriul Raskin di wilal,ahnya,wd iko ta nrem ben ruk]-im Koorcr i nasi Rask i 

" 
."b"!?iueri ku t :

t) Kedutlukan

Tim Koordinasi Raskin Kota llaubau adalah pelaksana progranl ttaskin di KotaBaubau' yang berkedudukan di barvah a*, u".tunggungjawab kepada walikota Baubau.2) Tugas

Tirn Koordinasi Raskin Kota Baubau rnempunyai tugas melakukan koordinasipsrencanaan' anggaran, pclaksanaan distribusi, -onitoring clan e'aluasi sefia menerimapengadua^ dari ma.syarakat tentang peraksa.aa*r prog.u* Raskin-
3) Fungsi

R:?f,],t''"'aksanaka'tugas 
tersebut, Tir'Koordinasi Raskin K.ra Baubau mempunyai

a) Ilere'canaan progranl Raskin cri Kota Baubau.
b) Penl'usunal Petunjuk Teknis Pelaksanaan program R:rskin cli Kora Baubau.
c) Fruilitasi li'firs pelaku, komunikasi interaktifl da' penyebarluasan infor,rasiprogrant R.a-skin di Kota lJauhau.

d) Pentbinaan 
-terhaclap pelaksanaan nrgas dan lirngsi Tim Koordinasi {taskinKec*matan dan Feraksana Distribusi Raski'cii keruraha'.

e) Petnantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin cii keca'ratan dan kelurahan.
0 Fenyelesaian F{pB dan administrasi peraksanaan Raskin.

1) struktur rlan Keanggotaan Tim Koorrlinasi Raskin Kota Baubau
Tim Koordinasi Raskin Kota Eaubau lerdiri dari penangg*ngjarvab, Ketua- sekretaris,dan beberapa bideulg antara lain: Perencanaan, p*rurrr*u* Distribusi, Monev danPengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Kcputusan walikota Baubau.
Keanggotaan T'im Koordinasi Raskin Kcta Baubau terdiri dari unsur-unsur instansiterkait di tingkat kota Baubau autara lain setda, eupp.au, BaclanrDinasrlembaga 

1,angbenvenang dalam pemirerda,vaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan pusat Statistik,Badan/Dinas'/Kantor yang ber*enang dal.m ketaha'an pangan, Subdivre BaubauPemm BLJLOG dan ienibiga lain scsuai dengan kondisi dan kebutuhan-
Tim Koorrlinasi Raskin Kecamatan
camat sebagzri penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung javl,ab ataspelaksanaan distribusi t<1sr<itl' 

"pcnyclcsaiun 
i",niruyur*r''r-rpB dan acir'insirasi distribusiRaskin di'wilayahnyl Lr:tyk penvelenggaraan program Raski' di rvilayarrnya" cramatrnembentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

U Kccludukan

Tim Koordi'asi Raskin Kec"ematan adalair pelaksana progam Raskin di Kecamatan,ya'g berkcdudukan cri bawari cran benanggungjawab kepada ca'rat.
2) Tugas

l-i'r Koordinasi Raskin Kecarnalan mempunyai tugas merencanakan. rnelaksuurakan.nrengendalikan, sosiarisasi, moniroring,.dan .r"rrii p.iil;", ,r;rr"* ffi'frt*rnelaporkcur hasirnl.a kepacia fim Koorcrinasi Ru,kin Kota Baubau.



;/ 3) Fungsi

f)alam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koorclinasi Raskin Kecamatan mempunyal

fungsi :

a) Pcrencanaan distribusi pro$am Raskitr di Kecamatan'

b) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif' dan penyebarluasan informasi

Program Raskin di Kecamatan'

c) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas cian hrngsi Pelaksana Distribusi Kelurahan'

d)Penlantauatrdanevaluasipelaksarraanprograrxl{askindikeluralra.n.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Ktlordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Ra-skin Kecamatan terdiri dari Penanggungiawab yaitu camat' Ketua

yaitu Sekreruri, f".u*atzur, Sekretu-riuluit,, fa:1 Seie;ahteraan 
Sosial' dan Anggota

terdiri dari aparat Kecamatan, fcooJi*to, Statirtik Kecinratan (KSK)' Anggot' Satker

Raskin aan pitrat< terkait yang dipandang perlu-

Pelaksana tlistribusi Raskiu di kelurahan

I,urahscbagaipenanggungjawabditingkatr*|y.4Tbertarrggungjawabataspelaksanaan
distribusi llaskin, penyelesaian p**i"y"*n 

'pB 
dan adniinstrasi distribusi Raskin di

rviluyahnya.

tintuk pelaksanaan cliStriLrusi Raskin di rvilayahnya, Lurah dapat memilih dan menetapkan

sakrh srltu ql*ri 3 altematif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu :

l) KeltrtrrFok Kerja (Pokja)

2) Wrrrung llesa (Wardes)

3l Kclompok lvlasyarakat (Pokmas)

pcnrh:cntuli",,ur poknras dan \Varung Desa diatur dalam Pedoman l'eknis j'ang merupakan

bagian tidak terpisuhlian dari Pedum lta-skin'

u) Kctlutluk:rn

llelnksann Distrihusi Raskin Lrerkeciudukan di barvah dan bertanggungfawab kepada

Lurah.

b) Tugas

(l) fr{enyetorkan harga Raskin sesrni kuiurtum jatah kelurahan perbulannya secara

tunai kepada Satker R:rskin.

(2) Menerirna dan mendistrit-,usikan beras Raskin dari Satker Raskin dan

rnenyerahkzur/menjual kepada R'I'S-PM Raskin di TD.

(3) Menyelesaikan adrninistrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima
(BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

c) Fungsi

(1) Ilendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.

(2) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin.

(3) Fengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan F

Satker Raskin berkedudukan di bawiLtr dan bertanggungiawab kepada KasuMivre
Bar:bau PeTum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organis*si

Satker Raskin terdiri dari :



Ketua

Anggota:

(1)PegawaiPerurnBlJLoCyangditetapkannelaluiSuratPerintah(SP)
K;iubdivre Baubau Perurn BULCG'

(2) Tenaga bantuan yang diTliPll1 oleh Ketua Satker atas sepengetahuan

' ' 
KastrLdivre Baubau Per':m BULOG'

3) Tugas dan Kervcnangan

Satker Raskin mempunyai tugas' ke*'enattgan clan tanggung jarvab :

a) Ketua:

(1) Mernpunyai kewenangan rnengangkal dan, rnemberhentikan tc'naga bantuan di

wilayah kerjanya utu, *"p",.,i;;;; Kasubdivre Baubau Perunr BrlLoG'

(2)Nlemprrnyaitugas-dan.bertanggungjawabataspelaksanaandistribusi.
penyel esaian I-IPB, dan ad inini strasi Raskin'

b) Anggot& nlernputlyai tugns nrembatrtu rJan beisarna Ketua sebagai berikut :

(l)lvlerrclistribusikanberasrlarigutlangP.ryTBULOGsan.rpaidenganTDdan
,neny",o11karrkepadaPelaksanaDistribusiRaskindiTD'

(2) Menerima uang I{PB dari Pelaksana Distribusi Raskin clan menyetorkan ke

rekening HPB Bulog'

(3) Menyclesaikan administrasi ilistribusi Raskin yaitu Deiivery Order (DO)'

BA$,r, K;kap BAS t di Kecamaran (mcdel lvlBA-g) dan pemba-varan HPB

{.l,andrr Terinia) serta rnerrgurnpulkan DPfuI-2 dari TD-

(4t h{*lgpprkiur pelnksarraan tugas antara lain_: realisasi jurnlah distribusi beras.

sL:tor&u Fllrl3 clan I]AST rii wilayah kerjanya kepada Kasubdivre Baubau

Itcrr,tifl IIULOC sccrtra, perio<iik sctiap bulan'

a)

b)

I}AB ITT

hIEKANISM.E PERENCAN AAN DAN PELAKSANAAN

Kcgiatal perenciutilan nteliputi penetapan pagu Raskin Nasional sarnpai dengan tingkat

kecamatan/desa.ikelurahan berdasarkan data F-1'S BPS, penetapan RIS-PM berdasarkan

kesepakatan hixil Musyawarah desalkelurahan dan rencana pendistribusian Raskin.

1. Pagu ltaskin

a. Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke Provinsi di seluruh Indonesia oleh T'im Koordinasi
R;r"skin Pusat tierdasarkan data RTS dari BPS dsn f,uanfrtm Pagu Raskin Nasional sesuai

tleng*n Undong lJnclang it{c. I 0 tahun 201 0 tentang APBN 201 1 .

tt. l)lr6u l{nskin Provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi
yung diruangkun dalarn Keputr.rsan Gubernur. Penetapan Pagu Raskin kabupatenAlota
ciidasarkan pada:

I ) Itagu Raskin Prervinsi.

2) Data RTS kabupaten/kora dari BpS.

c. Pagu Raskin kecamatarlkelurahzn ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau
dengan Keputusan Walikota Baubau. Penetapan pagu Raskin kecamatan/kehnahan
didasarkan pada:

1) Pagu Raskin Kotl Baubau.

2i Data RTS kecamatanilelurahan dari RpS

d. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke
rvilayah Iain.



;nt{
e" Apabila pagu Raskin di suatu wilal,ah tirJak dapat diserap sampai dengan 31 Desember

Z0t t, maka sisa pagu tersebut tidek dapat disalurkan pada tahun 2Al2'

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Nlanfaat (RTS-PNI)

a. Rumah Tangga Miskin (RTIvI) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RIM yang

terdallar dalam PPLS 08 BPS sebagai RIS di kelurahan.

b. Dalam rangka mengakomodir a,Janya dinamika RTM ditingkat kelurahan. maka perlu

dilakukan Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal:

l) Melakukan verifikasi nama I{TS hasit I)PLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau

pindah alamat keluar kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai

RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota

rurnah tangganya. Apabila R'fS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga

tunggal (tidak merniliki anggota rumah tzurgga) dapat digantikan RTlv{ yang belum

tcrdaftar.

2) I{fM y.ang dinilai layaL sesuai kriteria BPS dan belum terdallar sebagai RTS hasil

PPLS 08 BPS dapat diberikan Raskin.

c. R"fS BPS y;ng telah diverifikasi dan hasil Muskel yang menlutuskan nama rumzrh tangga

penerirna manl"aat Rzrskin tersebut butir b. di atas dirnasukkan dalam daftar R |S-PM sesuai

nrodel DPM-1, 1'ang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Clamat.

d. Dala RTS-PM Raskin di kelurahan direkap di tingkat kecamatan dan dilaporkan kepada
"l"inr Koordinasi RASKIN Kota llaubau.

3. Peuctaprn'l'itikDistribusi

a. TD )'ang nlerupakan tempat penyeraha.r beras Raskin antara Satker Raskin kepada
Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor kelurahan atau;

b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kota tsaubau dan Subdivre
l]aubau Pcruin i]ULOG yaitu:

I I Dalaru rangka meningkatkan pelayanan, maka TD dapat diaiihkan dari kantor
kelurahan ke SI-,S RTIRW, atau ;

2) Apabila tidak dapat menjangkau kantor kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari
kantor kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

Rencana llistribusi

Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi,
kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a, Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dzrn kondisi obyektif
daerah (geografis, infi'astruktirr dan sarana transportasi), perkembangan harga dan
kebutuhan beras RTS-PM.

b. Pendistribr-rsian Raskin pada waktu panen ruya padi dapat dihentikan dan
pendistribusiaunya diprioritaskan pa<ia waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rerlcana distribusi
Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

Mekanisrhe Distribusi dan Administrasi

Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke TD di kelurahan atau tempat lain yang telah
disepaltati antara Pemerintah Kota Baubau dengan Subdivre Baubau Perum BULOG sebagai
berikut:

a. Kota llaubau menerbitkaf, Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kasubdivre Baubau
Perutu BULOG berdasalkan pagu Raskin d;ur rincian di rnasing-masing kecamatan dan
kelur.rhan.

b. Pada waktu beras akcn didistribusikan ke TD, Kasubdivre Baubau Perum BULOG
berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO bcras untuk masing-masing kecamatan kepada
Satker Raskin. Apabila terdapat kelurahan yang menunggah pembayaran HPB pada

4.
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periode sebelumnya' maka pc'ndistritrLtsian untuk kelurahzLn terscbuf clitangglrhkarr sampai
ada pclunasan.

c' Berdasarkar SPPBiDO, Satlier Ra-skin n'rengambil beras di guclang perum B1JLOG,
tnengangktrt dan rnenyerahkan be'ras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di 'fD.

cl' Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas stan<lar bera.s Raskin. Apabilaterdapat lrcras yang tic{ak sesuai standar, mak-a Pelaksana Distribusi Raskin langsungtttengenttralikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/cli-eanti dengan beras .vangstandar.

e' Pelaksaneuin penyerahan/penjualan beras kepada RTS-pl\,f Riskin pemegang kartu Raski'atau bukti lain yang ditetapkan setempal cliiakukan oleh salah satu ,lari 
-tiga 

13) pelaksana
Distribusi Rasliin sbb:

I ) Pokja atau

2) W;u'des atau

3) Pcikmas.

Realisiui pelaksnnarur penjualan beras clibuaikan dallar peniualan clan pemba),aftu.r hargaberas (i-iPB) sesuai moclel DPivf-2. Daftar penjualan beru, iitandatangani oleh pelaksana
Distribusi Raskin dan diketahui oleh Lurah.

f' Peul'erahan beras.diTD dituangkan tlalarl tsAST 1,ang ditandatangani oleli Satker Raskindan Pelaksana Distritrusi Raskin serra diketahui oten Lurah atau"pejabat yang <litunjr-rk
dengan na!]la, tanda tangan dar.r stempel.

g' Satker Raskin rnetnbuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai rnoclel IrvItsA-O yang
ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan narua tanda
tangan dan sternpel.

h' Subdivre Baubau Perum BULOG mentbuat rekapitulasi IMBA-0 Kota Baubau sesuai modei&IIIA-1 dan ditandatangani olch Krsubclivre Baubau Ferunr BLJLOG da. Walikota
Baubau atau pejabat lain yang benveneurg dengan nan1a, tanda tangan dan stenrpel.

i. Pembuatan MIIA-I dilahukan secepatnya pada tanggal I bulan berikutnya.
j' IJerrdasarkln MBA-1, cJibuat rchapitulasi di tingkat Divrc scsuai lirrniat l\iltA-2 tlan

langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG,;q Divisi perbren<Jaharaan.

Mekanisme Pembayaran dan Adminis tlasi
a' Pembayaran HPB Raskin <lari RTS-PI\4 kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada

prinsip'ya dilakukan secara tunai Rp. 1.600ag netto di rD.
b' Pentbayaliur ]lPB Raskin clari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raski' r3iiakukan

setelah ntenerinra ttpB Raskin dari RTS-pi\,,I.

c' Uang l'tPl] Raskin )iang diterirna Pelaksana Distribusi Raskin dari RT'S-plv{ hans langsung
diserahkan kepada Satker Raskin.

d' Atas penibayaran [lPB Ra,skin tersebut- clibuatkan Tanda Telima pembayaran (Kuitansi
atau T-f-FlP Raskin) rangkap 3 oleh Satkcr Raskin.

e' Pelaksana l)istribusi Raskin titJak ciihenarkan menunda penyerahan HFB Raskin kepada
Satker.Itaskin. Apabila terjadi keterlambatan maka Tim Koorclinasi Raskin Kota Baubau
dapat melakr-rkaur upaya penagihan keparJa Pelaksana Distribusi Raskin melalui
CanraVlurah.

f' Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukur perbuatan melanan hukunr, maka Tim
Koordirlasi l{askin Kota Baubau akan rnencabut penunjukan sebagai pelaksana Distribusi
Itaskin dan rnelaporkan fepada penegak hukurn. Untuk kelancaran distribusi l{askin
selanjutny:r, maka Lurah rnenunjuk pengganti Pelirksana Distribusi Raskip.

g' Penrerintah KotarKecarnatan/Keiurahan diharaokan dapat menyediakap clana talanean dari
APBD atau dari sumber dana lainnya urtuk kelancaran pembaliaran HpB Raskin.

Pembi:r5'aan

a' Subsidi Raskin disediakan oleir pemerintah c.q. Departemel Keuangan dalarn be'tuk

7.



subsidi pangan yang diczurtumkan dalam Urrdang Unclang No. l0 Tahun 2010 tenrang
APBN 2A11.

b. Biaya operasional Raskin dzri gudang IIULOG sampai clengan dan di TD rnenjacli
tanggung jawab Perum BULOG.

c. Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab
Pemerinte[r Kota Baubau yang dialokasikan clalam APBD atau clari surnber Aana tainnnya.

d. MasyareLkat dapat berpartisipasi diLlam pernbiayaan operasional clari TD sampai ke RTS-
PM.

e- Segala hial'a penyelenggaraan progrElm Raskin termasuk biaya sosialisasi. koordinasi,
monittlring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yapg dipergunaka' untuk
mendukung kegiatan Tim Koorciinasi Kota/I(ecamatan iian Pelaksana Distribusi Raskin
din satker Itrxkin dibiayai dari ApBD dan/atau Bop perum Bulog.

Program Raskin Dacrah

Penlerinlah Kota Baubau dapat menyelenggalakan prograrn Raskin Daerah sebagai
pendukung progralx Raskin Na.sional. Sunrber clana Raskin f)aerah yang meliputi harga beias
dan biaya operasionaln,l'a berasal dari .zrPBD. Keberadaan p.og.u,n Raskin Daerah
dilaksanakan untuk rnenutup kesenjangan dara RTS daerah dengan <tata RT-S BpS dal/atau
rurtuk menamhah alokasi Pagu Raskin l.lasional.

Untuk keterpaduan pelaksanaannlra agar clilatrukan sinklonisasi dan koordinasi oleh'l-im
Koordinasi R.askin setempat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Prograrn Percontohan lLaskin

Untuii pengernbangatr modei Raskin, akan dilaksanakan prcgram percontohan di
sejumlah kelurahan, yang sccara teknis akan diatrrr dalam petunjuk teriendiri sebagai bagian
tidak terpisahlian dari Pedum.

I]AT] IV

PIING ENDALI.AN DAN PELAPORAAI

l. Pengendalian

a. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat
Sasuran Penerim{r ll'Ianfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat fl/aiktu, fiput
Adminktrasi dan Tepat Kualitas.

Tepat Sasurun Penerima fuIanfaotz Raskin hanya diberikan kepada RT'S-PM Raskil
hasil l\4usyarvarah desa4<elurahan yang terdaftar dalanr DpM-1.

Tepat Jumtahz Jrlmlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan
ketentuan yang berlaiiu yaitu 180 kdRTsitahun.

Tepat l{argaz Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg neno di rD.
Tepat lYaktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Itl'S-PN,{ Raskin sesuai
dengan rencana distribusi.

5) Tepot Adninistrasli Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan
tepat waktu.

6) Teput Kualitas:'Ierpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas
beras BULOG. F

b. Monitoring dan Evaluasi

l) Monitoring dan evaluasi program Raskin berlujuan untuk mengeteihui proses
pelaksanazrn program Raskin di bandingkan dengan rencana.

2) Ivlonitoring dan evaluasi dilallsanalian oleh Tim Koordinasi Raskin pusaf provinsi.
kabupaten/kota dan kecamatau atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

8.
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3) waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Raskin dilakukan secara perioclik
setiap bulan danlatau disesuaikan dengan kebutuhzur.

4) llasil rnonitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim KoordinasiRaskin pusat, provinsi. kabupaien&ota dzur kecamatan sesuai dengan lingkup diur bobotpermasalahannya untuk ditindalilanjuti, scrta sebagai bahan pertiribanga' dalampenrberian apresiasi.

c. Pengawasan

l) Pengarvasan pelaksanaan program Raskin dilzrkukan secara lungsional sesuai de'ganperafuran perundang_undangan yang berlaku.
2) Pengarvasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanismeyang berlaku.

cI. Pengaduan lVlasyarakat

l) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari rim Koordinasi Raskinpusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk dan di barvah koordinasi
Kementerian/Lembaga,rBarianlDinas yang berlrenang dalam pemberdayaan rnasyarakatsecara berjenjang dengan membentuk sekretariat seblgai tempat p.nguauon.

2) Penanganan pengadtan masyarakat terhadap peiaksanaan program Raskin dilakukan
ol eh mas i ng-masing instansi sesuai biciang tugasnya secara berje'j ang.

3) Pengaduan rnasyarakat tentang^pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secaralangsung kepada Sekretariat UPM Purot, Provin'si, kabupaten/kotu *tuu rnelalui saranamedia elektronik antara lain mclalui SviS Center perum BULOG di nomor
0812r r2g564,dengan format pe'giriman yaitu: RAS <spasi> [pesan Anda].

2. Pel:rporan

a' Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Rarikin kepadacamat sebagai penanggungiawab cli l<ecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada TimKoordinasi Kota Baubau secara periodik setiap triwulan ,"ruui modei iupo.un Tahunan-0(Lr-O).

b' Tim Koordinasi Raskin Kota Baubau melaporkan pelaksanaan program Raskin kepadaWalikota Baubau sebagai penanggulgjau,ab pelaksana program Raski. di k'ta Baubau danselanjutnya melaporkarl kepada Tirn-Koordinasi Raslin provinsi secara periodik setiaptrirvulan sesuai model LT_1.

c' Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan program Raskin kepadaGubernur sebagai penanggungiawab p"turr**n program Itaskin di provi'si danselanjutnl'a melaporkan kepada Ketua i'elaksana Tim Koordinasi Raskin pusat dengantembusan seluruh wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Ilaskin pusat sccara periodiksetiap triuulan sesuai model LT_2.

d' Tirn Koordinasi Raskin Pusat melaporkan pelaksanaan program ltaskin kepada MenteriKoordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat din lvlenteri Kborlinator Bidang perekonomian
secara periodik setiap semester (6 bulan) atau sew.a&tu-rvaktu apaula aiperlukan.

e' Laporan ehll Pelaksanaan program Raskin Tahun 201I dibuat oleh Tim KoordinasiRaskin'Pusat, provirsi, dan KabupatevKota pada akhir tahun.
f' Secara internal Subdivre/Kansilog melapolkan realisasi pelaksanaan distribuisi Raskin

le:ara mingguan kepada Kadivre setiap hari jumat dan akhir bulan sesuai model ML-I.Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin ai witayatrnya secara mingguan setiap hariselasa kepada Kantor Pusat cq. Divisi Penyaluran sesuai Model ML-2Fax No : (021) S22ZT7S.

,g
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BAB V

SOSIALISASI

sosialisasi progmm Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikaninformasi yang lengkap.sekaligus pemaharn*;;;:;;d* b.n* kepada seruruh pemangkukepentingan terutama kepada" p.iulr.una RTS-PM dan masyarakat 
'nrum. Informersi danpemahamam yang sama dan benar ,Jimaksucl m"riputi iukLr belakang, kebijakan penrerintah,tujuan, sasarall' pengelolaan, pellgorganisasian, p'"ng;;;"r, dan pelaporan serta hak dankewnjibiur masing-mising. c

Melalui sosialisasi prograin Raskin diharapkan pelarrsa'aan di lapangan sejali aualdapat berjalan secara lu"ca., tertib, tepat w-aktu dari terenc*u ,"ruui ketentuan yangditetapkan' Demikian pula' apabila clalarn petatsand- program masih ditemukan adanyaindikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh p.*;;k;'kepentingan tennasuk masyarakatumum perlu me'getahui cara meiaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaianmasalahnya melalui jalur UpM yang tersedia.

Sosialisasi program Raskin
lain sebagai berikut :

l. Rapat Koordinasi

dapat dilakukan merarui berbagai cara yarg efektif antara

@
Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh rim Koordinasi Raskin secara berjenjang diseluruh tingkatan mulai dil fusat, provinsi, kabupatenr;otu, 

-r...o*ur* 
sarnpaidesa/kelurahan' Materi yang disosialisavkan r"riprri kebijakan, program dan mekanismepelaksanaan yang telah disusun dalam Pedum n*r.in 2011. Hal ini dimaksudkan untukmeningkatkan pemahaman berbagai 

.instrum"" ;;;q diperlukan bagi para prelaksanasehi'gga pelaksanaan progranl Rasf i' b"dd;; l;ngun t ui r..
Sosialisasi di ti'gkat kelurahan dilaksanakzur olch Lurah 

'relalui fbrum MusyawarahKelurahan yang telah ada, sebagai fortun inteCsi unL p"tutsana clan masyarakat. Marerisosialisasi meliputi hak dan kewaiiban R1's-plvf o* ,uau cara pelaksanaan distribusiRaskin kepada RTS-PI\4 di tingkat kelurahan. Disampirg itu, sosiulir*i lugu dilakukanpada saat pelaksanaan distribusi? arlatauforum p"n.*u* tingkat kelurahan lainnya.
2. N{etlia Massa

sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mernpercepat dan memperluasjangkauan sasaran sosialisasi' sosialisasi melalui ,*aiu massa dilakukan melaiui mediacetak zurtara lain koran, majalah maupurl media elektronik seperli radio, televisi daninternet, baik di tingkat pusat ma'pun provinsi cran kabupatery'kota.

3. NIedia Lainnya

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan nrenranfaatkan media lainnya anbra lainposter' buklet, brosur' stiker, spanduk ,r,uuiu. tbrurl k*ugu*u*, budaya, enisnn dzur lai'-lain ya'g dike'ibangkan dararn bahasa rokar maupun nasionat.

rf{

BAB VI
PENUTUP

Iretunluk Teknis Raskin 201I dibuat
progam Raskin 2011.

untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan

Bagaimanapun murianya iujua' sebuah program, apalagi program yang rangsungbersentuhan dengan masyarakai s"pltti progr*r, nTrtin keberhasilannya akan sangattergantung pada komitmen dan keberpihaiati semua fitrut untuk benar-benar membantut'asyarakat, khususnya nrereka yang tergorong RTS-pv irog.ur' Raskin.
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4, Petunjuk Teknis Raskin 201 I mulai berlaku ranggal l+ Januari 2011. Dengar.rditerbitkanrrya Petunjuk Teknis Raskin 2011, rnaka petunjuk Teknis Raskin Tahun 2010dinyatakan tidak berlaku- segala seslratu yang belum diatur dalam petunjuk Teknis ini akandiatur kelnudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

AUBAU,

MZ. AN{IRUL TAMIM
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